LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2017 KEUANGAN BPK. Keuangan Negara. Pemeriksaan.
Standar. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010)
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan
keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa
Keuangan;

bahwa  standar pemeriksaan  keuangan  negara
merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam
melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;

bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan
standar pemeriksaan yang berlaku dan kebutuhan
organisasi Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu

diganti;
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Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat
BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya
disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
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negara.
Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PSP adalah standar pemeriksaan yang diberi
judul, nomor, dan tanggal efektif.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban
Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan,
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa
Keuangan.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif,
dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup

kewenangannya.
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Pasal 2
SPKN dinyatakan dalam bentuk PSP.

Pasal 3

(1) SPKN terdiri dari:

a. Kerangka Konseptual Pemeriksaan; dan
b. PSP.

(2) Kerangka Konseptual Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan BPK ini.

(3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari:

a. PSP Nomor 100 tentang Standar Umum,;

b. PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan
Pemeriksaan; dan

c. PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan
Pemeriksaan.

(4) PSP Nomor 100 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

(5) PSP Nomor 200 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

(6) PSP Nomor 300 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 4
SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan
terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan
dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai.
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Pasal 5

SPKN berlaku bagi:

a. BPK;

b. akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;

c. akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan
negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang; dan

d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan

audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 6

(1) BPK membentuk suatu Komite yang bertugas
mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN.

(2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
Dewan Konsultatif dan Panitia Kerja yang dibantu oleh
Sekretariat.

(4) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melibatkan pihak di luar BPK sebagai narasumber.

Pasal 7
Hasil evaluasi atas penerapan dan/atau hasil pengembangan
SPKN dilaporkan secara periodik kepada BPK paling sedikit

satu kali setiap tahun.

Pasal 8
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, pemeriksaan yang
masih berlangsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707).
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Pasal 9
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4707), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan BPK ini.

Pasal 10
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I
FERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REFUEBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN HEUANGAN NECGARA

KERANGKA
KONSEPTUAL
PEMERIKSAAN
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Kerarngka Konsepiua! Pemeriksaan
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KERANGKA KON SEPTUAL PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN

1. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi
gegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpsh darsh Indonesia,
memajukan kesejghteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdelkaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara
tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mencapai tujuan
hernegara tersebut, UUD 1945 mengamanatkan Pengelolaan
Keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab untulk gebesar-besarnya kemakmuran raloyat.

2. Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam
penvelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai tujuan
bernegara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada
peraturan  perundang-undangan, efizien, ekonomis,  efeldif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatilkkan rasza

lkeadilan dan kepatutan.

3. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
dibentulk =atu BPK vyang bebas dan mandiri. Pemeriksaan EFPK
meliputi  pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemerikasaan dengan tujuan tertentu (FDTT).

4.  EPK melaksanakan Pemerikszaan berdagarkan standar pemeriksaan,
Standar pemeriksaan merupskan patokan untulk  melakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yvarg
meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan

yvang wajib dipedomani oleh EFK dan/atau Pemeriksa.

5. Penyusunan gtandar pemeriksaan memerlukan acuan dan daszar
herupa Kerangka Konseptual Pemerikeaan. Fengembangan kerangla
konseptual ini =esuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kerangka konzeptual yang digunakan dalam

penvusunan standar pemeriksaan internasional vang relevan.
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TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL

6. HKeranghka Konzeptual Pemeriksaan ini, wvang selanjutnya disebut
Kerangka Konzeptual, mendaszari pengembangan SPKN. Kerangka
Kongzeptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi:

a. EBPK, Pemeriksa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wvang
melaksanalan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu,
gerta  alkuntan publik  vang melaksanakan pemeriksaan
keuangan negara berdazarkan ketentuan undang-undang,

b, penyvusun standar pemeriksaan, dan

c. pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHF] BFK dan pihak-
pihalk lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan/atan

pemerikzaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7.  Kerangka Konzeptual bultan merupakan standar dan/atau prozedur
pemeriksaan. Kerangka  Konseptual menjadi acuan  bagi
pengembangan standar pemeriksaan,  Dalam  hal terdapat
permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka

Femeriksaan mengacu kepada Keranghka Konseptual.

LINGKUP KERANGHKA KONSEPTUAL

&, Kerangksa Konseptual meliputi:
2.  Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara,
b, Ungur-unsur pemeriksgaan keuangan negara,
c.  Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara,
d. Pengembangan standar pemeriksaan,; dan
.  Hubungan antara Kerangks Konseptual, ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar pemeriksaam, dan ketentuan

lain.

GANMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Mandat Pemeriksaan Keuangan Negara

3, UUD 1945 memberi mandat kepada BFK untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan

mandiri. Hazil pemeriksaan BPK  dizampaikan kepada Dewan
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Perwakilan Ralgrat (DPR|, Dewan Perwakilan Daerah [(DPD), dan
Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah (DFRD] =zebagai lembaga
perwaldlan ralorat sesual dengan kewenangannya, Hasil pemeriksaan
tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain
geaual dengan undang-undang. Mandat tersebut dijabarkan lebih
lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tshun 2004 tentang
Femerikzzaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikaa

Keuangan.

Kemandirian BPK

10, Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
dibentulk zatu BEPK yvang bebaz dan mandiri. BPK memiliki kebebazan
dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pemantauan tindal lanjut hazil pemerikaaan. Selain itu, kemandirian
EFK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup keterzedizman

sumber daya manusia, anggaran, dan garana pendukung lainnya.

VWewenanyg BPK

11. Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang sebagai
berilout:

4. menentulkan objek pemerikazaan, merencanalkan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentulmn waktu dan metode
pemerikaaan serta menyusun  dan  menygjikan laporan
pemerikaaan,

b, meminta keterangan dan/atau dokumen wvang wajib diberiltan
oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga MNegara lainnya, Bank Indonesia (Bl|, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN], Badan Layanan Umum [BLU],
Badan Usaha Milik Daerah (BEUMD), dan lembaga atau badan
lain yang mengelola keuangan negara,

¢, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan
barang milik negara, di tempat pelaksanzsn kegiatan,
pembukuan dan  tata uszsha  keusngan negara, =erta

pemerikazaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat,
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bulcti-bulcti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar
lainmya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,
menetapkan jeniz dokumen, data, sgerta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajik
disam paikan kepada BFK,

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara zetelah
konasultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
wajib digunakan dalam pemerikzaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara,

menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara,

menggunakan tenaga shli dan/atau tenaga pemeriksa di luar
EPK yang bekerja untuk dan atas nama BFK,

membina jabatan fungzional pemeriksaa,

memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan,
memberi pertimbangan atag rancangan sistem pengendalian
intern  Pemerintah  Puszat /Pemerintah  Daerah  sebelum
ditetaplan oleh Pemerintah Fusat/Pemerintah Daerah,
memantau penvelezaian ganti kerugian negara/dasrah yang
ditetaplkan oleh Pemerintah terhadap pegawal negeri bukan
bendahara dan pejabat lain,

memantau pelaksansan pengenaarn ganti kerugian
negara/daerah kepada bendahara, pengelola EUMN/EUMD, dan
lembaga atau badan lain yvang mengelola keuangan negara yang
telah ditetaplan oleh BFK, dan

memantau pelaksansan pengenaarn ganti kerugian
negara/daerah  yang  ditetapkan  berdazarkan  putusan

pengadilan yvang telah mempunyai kelkuatan hukum tetap.

12. BPK dapat memberikan.

a.

pendapat kepada DFE, DFLy, DFED, Femerintah
Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN,
ELU, EUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang
diperlukan karena zifat pekerjaannya,

pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang

ditetaplkan oleh Pemerintah Fusat/Pemerintah Daerah, dan/atau
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c. lketerangan ashli dalam prozes peradilan mengenai kerugian

negara/dasrah.

13, Anggota BPK tidak dapat dituntut 4i muka pengadilan karena
menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya., Dalam
melaksanalkan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa,
dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BEPK diberikan
perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang

herwenang.

Definisi Pemeriksaan Keuangan Negara

14, Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikazi masalah,
analisig, dan evaluasi yvang dilakukan gecara independen, objektif,
dan profezional berdasarkan standar pemeriksazn, untulk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan
demildian, pemerikszaan keuangan negara memberikan keyakinan
yvarg memadai. Proses  pemeriksaan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan  pemantauan  tindak lanjut  hasil
pemeriksaan,

15, Pemeriksaan dilakulkan dalam rangka untulk mendorong tata kelola
keuangan negara vyvang baik melalui perolehan keyvakinan bahwa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-

prinaip tata kelola yang baik,

Lingkup Pemeriksaan Keunangan Negara

16, Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemerikgaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan
meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk
melakasanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola yang bailk,

17. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara vang
dapat dinilai dengan uang, serta zegala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang vang dapat dijadikan rmilik negara
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Ferangks Konseofua! Pemeriksasn

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terzebut.

Lingkup Keuangan Negara tersebut meliputi;

g,  hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakulan pinjaman;

b, lkewajiban negara untuk menyelenggaralkan tugas layanan

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak

leetiga,
Q, Penerimazn Negara,
d. Pengeluaran Negars,
eg. Penerimaan Daerah,
f. Pengeluaran Daerah,

g kekayzan negara/kekayvasn daerah yvang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,
gerta hak-halk lain yvang dapat dinilai dengan uang, termasulk
kelkayaan yang dipisghkan pada perusahaan negara/ perusahaan
daerah;

h. lkekayzan pihak lain yvang dikuasai oleh pemerintah dalam
ranglka  penyelenggarzan tugsas  pemerintahan dan/atau
kepentingan umum, dan

i, kelkayvaan pihak lain yvang diperoleh dengan menggunslkan

fazilitas yang diberikan pemerintah,

Jenis Pemeriksann Keuangan Negara

18, Jeniz pemeriksaan lkeuangan negara meliputi pemeriksaan
keuangan, pemerikaaan  kinerja, dan FPDTT. Tujuan suatu
pemerilksaan menentukan jenis pemerilksaan, Pemerilksaan keuangan
bertujuan untuk memberikan opini atas  kewsjaran  laporan
keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah  memberikan
kezimpulan atas zspek ekonomi, efisienzi dan/atau efektivitas
pengelolaan keuangan negara, serta memberilian relkkomendaszi untuk
memperbaiki aspek terzebut. FDTT bertujuan untulk memberikan
leegimpulan gezuai dengan tujuan pemerikaaan yang ditetapkan. FDTT
dapat berbentul pemeriksgan kepatuhan dan  pemeriks=zan

investigatif,
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Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara

19,

Femeriksaan BFK mendorong pengelolaan keusngan negara untuk

mencapai tujuan negara, antara lain melalui:

a. penyedigan haszil pemeriksaan  termasuk  di dalamnya
lkesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandallcan,
berdazarkan bukti yang culcup dan tepat,

b, penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian
temuan wyang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang
berwenang untulk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan
dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara,

o, peningkatan skuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi,
dan efelttivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, dalam bentul rekomendasi vang konstrulktif dan tindalk
lanjut yvang efeltif;

d.  peninglkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungiawaban
keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangarn,

e, peningkatan efektivitaz peran Aparat Pengawazan Intern
Pemerintah, dan

f. peningkatan kepercayaan publik atas hazil pemeriksaan BFK

dan pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dan Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara

20. EPK wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya

secara  ekonomis, efisien, dan efelktif berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam rangka transparansi dan
altuntabilitas pelaksansan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya,
EFK memublikasikan hasil pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan melalui berbagai media, baik

konvensional maupun dalam jaringan [daring).
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UNSUR-UNSUR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

21,

Unzur-unsur pemeriksaan keuangan negara meliputi;
a. Hubungan tiga pihak, yvang terdiri atas;
1] pemerikaa keuangan negara,
2] pihak yang bertanggung jawab, dan
3] pengguna LHF,
b, Hal pokol [(subject maffer] dan informasi hal pokok (subject
matter information);

]

Kriteria pemeriksaan,

d. Bulti pemeriksaan,
Laporan hagil pemeriksaan, dan
f. Femantauan tindak lanjut hasil pemerikzaan.

Tiga Pihak dalam Pemeriksaan Keunangan Negara

22,

Pemerikksaan keuangan negara melibatkkan 3 (tiga] pihak, yaitu
(1] pemeriktsa keuangan negara; (2| pihak yang bertanggung jawab,

dan (3] pengguna LHP.

Femerilkkza Keuangan Negara

23,

24,

EFK adalah lembaga negara vang memiliki tugas dan wewenang
untulk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
EFK dapat menugaslkan FPemerikaa BFK dan/atau tenaga ahli
dan/atau tenaga pemerikaa di luar BPK yvang bekerja untuk dan atas
nama BFK. Pemeriksa BPFK adalah Pelaksana BFK  vyang
melakzanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara untuk dan atas nama BEPK. Tenaga ahli dan/atau
pemerikaa di luar BPK dapat zebagail orang-perorangan maupurn
lembaga dari luar BPFK.

Femerikaaan keuangan negara juga dapat dilaksanalcan oleh akuntan
publik  berdasarkan ketentuan undang-undang Dalam  hal
pemerikazaan dilakulkan oleh akuntan publik berdazarkan ketentuan
undang-undang, pemeriksaan dilaksanakan dengan berdaszarkan
pada Standar Profesional Alkuntan Publik [SPAP) dan SPKN. Fedoman
penggunaan SPKN oleh akuntan publik alkan diatur BPK dalam suatu

ketentuan. Laporan yang dihazilkan oleh akuntan publik tersebut
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wajib dizampaikan kepada BFK untulk dievaluazi. Pelakzanaan

evaluasi mengikuti tata cara yvang ditetapkan BFK. Hazil pemeriksaan

alktuntan publik dan evaluaszi tersebut zelanjutnya disampaikan oleh

EFK

kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti

gsesual dengan kewenangannya.

Fihak yvang Bertanggung Jawab

25, PFihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa, vang

bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung

jawabh  mengelola hal pokolk, dan/atau bertanggung jawab

menindaklanjuti hazil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri,

dan Kepala Dasrah.

Fengguna LHF

26, Pengguna LHP adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak

lain vang mempunyai kepentingan terhadap LHF.

=i

Lembaga Perwaldilan

Lembaga perwakilan wyang dimaksud yaitu DFE, DFD, dan
DFED. Lembaga perwalkilan menindaklanjuti hasil pemeriksazan
EPK dengan melakukan pembahasan sesugi kewenangannya.
Lembaga perwakilan dapat meminta penjelasan kepada BFK
dalam rangks menindaklanjuti hazil pemeriksgan dan atau
meminta BFK melakulkan pemeriksaan lanjutan. Lembaga
perwaldlan dapat meminta Pemerintah untuk melakulkan tindak
lanjut hasil pemerikaazan.

Pemerintah

YTang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

Fihalt lain vang berkepentingan

YTang dimaksud pihak lain yang berkepentingan antara lain
masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga vang

mempunyai kepentingan terhadap LHF.
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Hal Pokok (suliject matter) dan Informasi Hal Pokok ([sulject matter
tnformuation)

27,

28,

Hal pokolk adalah hal-hal yang diperikssa dan/atau hal-hal yang
menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat
berupa  informasi, londisi, atau alctivitas yvang  dapat
diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Informasi hal pokok
adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap
keriteria. Hal pokok dan informasi hal pololk memiliki bentulk yang
beragam dan karakteristik wang berbeda tergantung tujuan
pemeriksaannya. Hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa,
tetapi tidalk terbatas pada, sebagai berikut:

3. kinerja atau kondisi keuangan (gebagai contoh: posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan arus kas historis atau prospelctif], dalam
hal ini informasi hal pokok dapat berupa pengalkuan,
pengulkuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin
dalam laporan keuangan,

k. kinerja atau kondisi nonkeuangan (zebagai contoh: kinerja suatu
entitaz], dalam hal ini informasi hal polkok mungkin merupalkan
indikator utamsa efiziensi dan efektivitas,

c. lkaralkteristik fisik [zebagai contoh: kapasitaz suatu fasilitag),
dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa dokumen
tentang spesgifilkkasi,

d. sistem dan prosez (zebagai contoh: pengendalian internal atan
ziatem teknologl informasi atau entitas], dalam hal ini informasi
hal pokolk dapat berupa azersi tentang efektivitas,

e. perilaku (sebagai contoh: praktik tata kelola korporasi,
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
sumber daya manusia), dalam hal ini informasi hal pokol dapat
berupa guatu pernyataan kepatuhan atau guatu pernyataan

efelttivitas,

Hzal polok memilild karalkteriastilc vang berbeda-beda, vang mencalkup
sampai sejauh mana informazi atas hal pokok tersebut bersifat
lualitatif atau  kuantitatif, objektif atau subjektif, historiz atau
prospektif, dan terkait dengan suatu titik waktu atan melingkupi

periode tertentu. Karakterizstik tersebut alkan mempengaruhi:
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29,

30,

a. tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok
tergebut berdazarlkan kriteria, dan
b, tingkat kemampuan bukti yvang terzedia untuk memberikan

keyakinan,

LHF menyajilkkan karalkteristikk tertentu dan mempertimbangkan
dampalk dari karalcteristik tersebut vang relevan dengan pengguna
LHF.

Fenentuan hal pokok dapat dikatakan tepat, jilea:

a. dapat diidentifikasi dan memungkinkan evaluasi dan
pengukuran vang konszisten terhadap kriteria yang telah
diidentifilcazi, dan

b,  memungkinkan untul diterapkan prozedur dalam memperoleh
bulkti vang cukup dan tepat serta mendukung kesimpulan guna

memberilan keyakinan yvang memadai.

Kriteria Pemeriksaan

31.

32,

Kriteria pemeriksaan adalah tolok ukur yang digunskan dalam
memeriksa dan menilai hal pokolk, dalam hal ini informasi yang
diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, termasulk tolok ulkur penyajian dan pengungkapan yang
relevan. Setiap pemeriksaan menggunakan kriteria pemeriksaan yang
gesual dengan konteks pemeriksaannya. Kriteria pemeriksaan yang
digunakan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain tujuan dan
jenig pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan yang digunakan harus
tersedia bagi pengguna LHFP =zehingga pengguna memahami proses

evaluagi dan pengukuran suatu hal pokols

Kriteria pemeriksaan yang s=esuzi menggambarlkan karalkteristik

sgebagai berilout:

a. relevan, memberikan kontribusi kepada keszimpulan guna
membantu pengambilan keputusan oleh pengguna;

b, lengkap, faldor-faktor relevan wyang dapat memengaruhi
lkesimpulan tidak ada vang diabailkan,

o, andal, memungkinkan pengevaluazian dan pengulkuran yang
lkonasisten terhadap hal pokok oleh pemerikaa lain yang

mempunyai kualifikasi yang sama,
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d.  netral, memberikan kontribuzi kepada kezimpulan yang bebasz
dari keberpihakan, dan

e, dapat dipahami, mudah dipahami oleh pengguna sehingga
pembuatan kezimpulan menjadi jelaz, komprehenaif, dan tidak

rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda.

Kriteria pemerikazan dapat bersumber dari ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar yang diterbitkan organizasi profesi
tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
entitaz yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasilkkan oleh

Pemeriksa kepada pihak vang bertanggung jawab.

Bukti Pemeriksaan

34,

33

36,

37,

38,

Bulti pemerikaaan adalah informasi yvang digunakan oleh Pemeriksa
dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan  lkriteria
pemerikzaan. Pemerikaa mempertimbangkan kecukupan dan

ketepatan bultdi yvang diperoleh,

Kecukupan bultti pemeriksaan merupakan ukuran kuantitas buldti
pemerikgaan, yvang dipengaruhi oleh penilaian Pemeriksa atas rigiko
pemeriktsaan dan kualitas bulkti pemeriksazan, Ketepatan bulkti
pemerikzaan merupakan ulkuran kualitas bulkti pemeriksaan yaitu

relevan, valid, dan andal untuk mendukung haszil pemeriksaan.

Kecukupan dan ketepatan bulkti pemeriksaan saling berhubungan
gatu sama lain, Kuantitas bultti yvang lebih banyalk belum tentu dapat

mengompensaszi kualitas buldti yvang burulk,

Bentul bukti pemerikszsan  bermacam-macam, seperti  catatan
tranaalczi elelkttronis/fizile, komunikasi tertulia atau elelkttronis dengan
pihak di luar entitas yang diperiksa, hazil observagi Pemeriksa,
maupun keterangan lisan/tertuliz dar pihak yvang diperiksa, Metode
yvang digunakan dalam pemerolehan bulcti biza termasuk inspeksi,
obzervasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, progedur

analitia, dan/atau telnik lainnya.

FPemeriksa mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan
bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Kesulitan atau

bigya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan
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alazan untuk menghilangkan suatu prozedur pengumpulan bulkti
ketilea prosedur alternatif tidak tersedia. Pemerikaa menggunakan
pertimbangan  profesionalnya dan  menerapkan skeptisisme
profesional dalam mengevaluaszi kuantitas dan kualitas bulkti, waitu

keculkupan dan ketepatan bultti, untuk mendukung LHF.

Laporan Hasil Pemeriksaan

39,

40,

Femerilkga membuat LHP berupa laporan tertuliz yang berizi suatu
kezimpulan yang diperoleh tentang informaszi hal pokolk, LHFP berizi
hazil analizia atas pengujian bultti yvang diperoleh gaat pelaksanaan
pemerilkkgaan. Strulktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam
standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung
jawab untulk melakukan perbailkan ataz pengelolaan dan tanggung

jawrab keuangan negara,

LHF yang telah dizsampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatalkan
terbulka untuk umum, kecuali wyvang memuat rahazia negara
dan/atau mengandung unsur pidana yang diprozes hulkum
gebagaimana diatur dalam  ketentuan peraturan  perundang-
undangan. LHP yang terbuka untulk umum berarti dapat diperoleh
dan/atau diakses oleh maszyvaralkat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemantaunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

41.

42,

LHF ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara zelaku
pihak vang bertanggung jawab seaual kewenangannya dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik
pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil
pemantauannya  kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang

bertanggung jawab.

Femerilkkga mempertimbangkan tindak lanjut hazil pemeriksaan

gebelumnya yvang berhubungan dengan pemerikaaan yvang dilalkuloan.
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PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

43, Prinzip-prinzip pemerikasaan keuangan negara adalah ketentuan yang
harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun
standar pemerikzazan dan Pemerikza dalam melakukan Pemeriksaan,
yang meliputi;

Kode etilg,
b, Pengendalian mutu,
¢, Mangjemen dan keahlian tim Femerikag,
d. Riziko pemeriksaan,
. Materialitas;
f. Dokumentazi pemerilksaan, dan
g. Komunilkasi pemeriksaan,

Kode Etik

44, Untuk mewujudkan BFK vyang independen, berintegritas, dan
profezional demi kepentingan negara, =etiap Anggota BPK dan
Pemerikaa Keuangan Negara harug mematuhi kode etik, Kode etik
adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK
dan Pemerikaa Keuangan Negara selamsa menjalankan tugasnya
untulk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BFK.
Kode etilk ditetapkan oleh EPK. Independenszi, integritaz, dan
profezionalisme adslah nilai-nilai vang harus dijunjung tinggl oleh
Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara.,

Independensi

45, Independensi adalsh suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan

Femeriksazn untulk tidak memihak kepada sgigpapun dan tidak
dipengaruhi oleh sigpapun. Pemerikaa harus objelktif dan bebaz dari
benturan kepentingan [(confiict of mferesf] dalam melaksanakan
tanggung jawsabh profezionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung
jgwrabh untul teruz-menerus mempertahankan independensi dalam
pemikiran [independence of mind] dan independensi dalam

penampilan (independence in appearance|.
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Integritas

465,

Integritas merupalkan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjuklkan
kezatuan wyang utuh, dimilikinya zifat jujur, keria keraz, serta

kompetensi vang memadai.

Profezionalisme

47,

48,

Frofezionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi
dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian [due care,
ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan
ketentuan peraturan  perundang-undangan. Sikap profezional
pemerilkga diwujudkan dengan  gelalu bersikap skeptisisme
profesional (professional shepticism| selama proses pemeriksaan dan
mengedepankan prinsip pertimbangan profesional [professional

Judgment).

Slkeptiziame profezional berarti pemerikza tidak menganggap balwa
pihak yvang bertanggung jawab adalah tidalk jujur, tetapi juga tidak
menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidalk
dipertaryakan lagi. Pertimbangan profezional merupakan penerapan
pengetahuan koleletif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan
profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang
terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sshingga
mempunyai  kompetensi  vang diperlukan  untuk  membuat

pertimbangan vang wajar.

Pengendalian Mutu

493,

Untulk meninglkatlcan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap
hazil pemerikszaan BPK, mutlak diperlulkan standar pengendalian
mutu. Jizstem pengendalian mutu BPK harus sesuai dengan standar
pengendalian mutu supaya kualitaz pemerikasaan yang dilakulkan
tetap terjaga. Sistem pengendalian mutu harus mencakup, tetapi
tidals terbatas pada, hal-hal seperti supervizi, review berjenjang,
moniforig, dan konsultasi zelama proses pemerikzaan. Sistem
pengendalian mutu BPK ditelagh zecara intern dan juga oleh badan
pemerilkksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organizasi

pemeriksa keuangan sedunia.
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Manajemen dan Keahlian Tim Pemeriksa

=0,

1.

52,

53,

54,

EFK menjamin Pemeriksa memiliki keahlian wang diperlulan. Tim
Pemerikaa harus gecara kolektif memiliki pengsetahuan, pengalaman,
dan kompetenzi yang diperlukan dalam Pemeriksaan, Hal ini
termaszul pengstahuan dan pengalaman praktis dari Pemeriksaan
yvang dilakulan, pemahaman ataz ztandar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pemahaman tentang operazional entitas, serta
kemampuan dan pengalaman untulk mempraktiklan pertimbangan
profezional. BPK merelkrut sumber daya manusia dengan kualifileazi
varlg =esuai, memberilkkan pelatihan dan pengembangan kapasitas,
menyiapkan standar dan pedoman pemerikaaan, gerta menyediakan
sumber daya pemeriksaan yang cukup. Pemeriksa menjaga
kompetensi profegional merelka melalui pengembangan profesional

berlkelanjutan.

Pengembangan kapazitas pemerikza mencakup pertukaran ide dan
pengalaman pemerikzaan dengan komunitas pemeriksa
internazional. Hal tergebut diwujudkan dalam kongres, pelatihan,

gseminar, dan kelompok kerja di tingkat internazional.

FPemerikaa dapat menggunakan hasil pekerjman Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar
EPK. Prozedur pemerikszaan harus memberikkan dasar yang cukup
saat menggunalkan hasil kerja  pihak lain,  Pemeriksa  harus
memperoleh bukti yvang menjamin kompetensi dan independensi
tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK, serta kualitas

hazil pekerjaannya.

Fenggunaan hazil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
tergebut untuk meningkatkan koordinazi dan kerja sama, zerta
mengurangi kemungkinan duplikagi pekerjaan. Hal ini dimungkinkan
karena pada pringipnya, baik Pemeriksa maupun Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan

yang bail,

Aparat Pengawazan Intern Pemerintah menggunakan SPKN dalam

melakzanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu,
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Risiko Pemeriksaan

55,

Pemeriksa mewagpadai, menyadari, mempertimbanglkan, dan
mengelola riziko pemeriksaan. Risiko pemerikssan adalah risiko
bahwa haszil pemerikszan tidak sesuai dengan kondisi yang
gebenarnya. FPemeriksa mengembangkan progsedur pemeriksazan dan

melaksanakannya dengan tujuan mengurangi rigiko pemeriksaan.

Materialitns dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

56,

Pemeriksa mempertimbangkan materialitas pada proses
pemeriksaan. Konsep materialitas bersifat relevan untulk semua
pemeriksaan. Sesuatu berzifat material jika pengetahuan mengenai
hal terzebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh
pengguna LHP. Materiglitas ditentultan menggunakan pertimbangan
profegional dan bergantung pada interpretasi pemerikaa terhadap
kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Materialitas memiliki aspek lkuantitatif dan aspek
lkualitatif., Pertimbangan materialitas memengaruhi  keputusan
mengenai gifat, saat, dan lingkup prosedur pemeriksaan dan evaluasi

hazil pemerikzaan.

Dokumentasi Pemeriksaan

57,

Dokumentasi pemeriksaan yang memadai memberikan pemahaman
vang jelas atas prosedur pemerikazaan yang dilakukan, bulti yang
diperoleh dan kesimpulan. Dokumentasi pemerikaaan dapat berupa
dolumen  fizik maupun dokumen elelktroniz, Dokumentasgi
menyediakan informasi bagi Pemeriksa wvang berpengalaman dan
tanpa pengetahuan sebelumnya mengenai pemerikaaan terzebut,
untulk dapat memahami: (1] sifat, saat, lingkup, dan hasil dari
prosedur yang dilakukan, (2] bukti yang diperoleh untuk mendukung
kesimpulan pemeriksaan, (3] alasan di balik semua hal signifikan
yang memerlukan pertimbangan profesional, dan (4] kesimpulan.
Dokumentasi pemeriksaan harus dikelola dalam =uatu  zistem
pengelolaan dolktumentaszi pemeriksaan yvang amar, tidak cepat rusals,

teratur, efisien, dan efeltif,
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Komunikasi Pemeriksaan

o8,

59,

Femeriksa membangun komunikasi yang efizien dan efeltif pads

seluruh proses pemerilczaan,

Komunikasi mencakup proges vang digunakan oleh EBFK atau
Pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi dalam rangka
pengumpulan  bukti  pemeriksaan dan  penyampaian  hasil
pemerikzaan kepada pihak yvang bertanggung jawab. Pemerikza dapat
mengomunikazilean hal-hal terkait pemerikszan kepada pemanglku
lkepentingan  sesuai  dengan  ketentusn  peraturan  perundang-

undangan.

PENGEMBANGAN STANDAR PEMERIKSAAN

&0,

&1,

62,

Fengembangan standar pemeriksaan meliputi prosedur penyusunan
standar, revisi standar, dan interpreta=zi astandar. Pengembangan
gtandar pemeriksaan mempertimbangkan perkembangan standar di
lingkungan profesi secara nasional maupun internssional. Proges
pengembangan standar pemeriksaan mencakup langksh-langkah
yvang perlu ditempuh secara cermat (due process| agar dihazilkan
standar pemeriksaan yang diterima gecara umum. Langksh-langkah
tersebut antara lain konsultasi dengan pemerintah, organisasi profesi
di  bidang pemeriksaan, dan mempertimbangkan  standar

pemeriksaan internasional.

Fermyusunan standar pemerikzgan dilakulkan berdasarkan acuan
lkerangka konseptual ini, Langksh-langkah penyusunan standar
pemeriksaan meliputi pengidentifikasian topik stau masalah, rizet
terbatas, penulisan drmf standar, peluncuran exposure draft standar,
dengar pendapat exposure drafi standar, pembahaszan tanggapan dan
masukan ataz exposwre drmf standar, konsultasi drof standar

dengan FPemerintah, dan finalisasi serta penetapan standar,

Fevigi standar pemeriksaan dapat berupa revisi mayor dan revisi
minor ataz standar pemerikzaan. Revizgi mayor adalah penambahan,
pengurangan, atau perubahan menyeluruh zuatu zubbab di dalam
pernyataan standar pemeriksasn, sedanglan revigi minor adalah

penambahan, pengurangan, atau perubahan istilah penting, kalimat
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dan/atau  paragraf dalam  =zuatu subbab  pernyataan  standar

pemerikazan,

63, Interpretazi standar pemerikagaan adalah penjelasan, klarifileaszi, dan

uraian lebih lanjut ataz standar pemerik=aan,

&4, Pengaturan atas pengembangan standar pemerikaszan  ditetapkan

lebih lanjut oleh EPK.

65, Peninjauan kembali standar pemeriksaan perlu dilakukan dalam hal

terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara,

HUBUNGAN HKERANGKA HKONSEPTUAL, HKETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, STANDAR PEMERIKSAAN, DAN KETEN TUAN
LAIN

66, Kerangka Konseptual ini tidak menggantikan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Kerangka Konseptual tidak
menetaplkan ketentuan dan progsedur pemeriksaan. Ketentuan dan
progedur terzebut alkan diatur dalam standar pemerikszan yang
diltembangkan dengan mengacu pada Kerangka Konseptual ini dan
tidalt Tbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

67. Selain standar pemeriksaan, BPK juga menerbitkan kode etil,
standar pengendalian mutu, ketentuan penggunaan pemerikaa dari
luar BFK, ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut hasil

pemerikaaan BFK, dan ketentuan-ketentuan lain.

68, Sebagai penjgbaran dari standar pemeriksaan, BFK menerbitkan
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pemerikzaan, pedoman
mangjemen pemerikaaan, dan  ketentuan lain  yang  berszifat

penjabaran.

www.peraturan.go.id



29- 2017, No.1

69. Peninjauan kembali Kerangka Koenseptual perlu dilakukan dalam hal

terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS
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PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 100
STANDAR UMUM

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

1.

FSF ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan FDTT.

standar umum ini berkaitan dengan etika; independensi, integritas,
dan profesionaliame; pengendalian mutu;, kompetensi, pertimbangan
ketidalkpatuhan, kecurangan, dan lketidakpatutan, komunikasi
pemerilksgaan; dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan
pelaporan hazil pemerikazaan, hubungan dengan standar profesi vang
digunalkan oleh akuntan publil;, serta kewajiban Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan

negara.

Tanggal Efektif

3. P3P ini berlaku dan mempunyai kekuatan hulkum mengikat zejak
tanggal diundanglkan.

TUJUAN

4, Tujuan pemeriksa dalam melaksanakan Standar Umum adalah

gebagai dazar untulk dapat meneraplkan standar pelaksansan dan
standar pelaporan secara efektifl, Dengan demikian, standar umum
ini harus diikuti oleh BEPK dan semua Pemeriksa yvang melaksanalkan

pemerilkzgaan berdazarkan Standar Pemerilkkgaan.

www.peraturan.go.id



_33- 2017, No.1

DEFINISI

5. Untuk tujuan standar ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai
berikut:

2. Badan Pemeriksa Keuangan vyang selanjutnya disingkat BFK
adalah lembaga negara vang memiliki tugas dan wewenang
untulk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
regara.

b,  Pemerikza adalah orang yang melakszanalkan tugas pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untulk dan
atas nama BFK.

c. Hal polkok (suhject matffer] adalah hal-hal vyang diperiksa
dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu
penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi,
atau aktivitas vang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan lkriteria
tertentu.

d. Informaszi hal polkok [subject matter mformafion] adalah hasil
evaluazi atau hazil pengukuran hal pokolk terhadap kriteria.

e. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan
kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk
menaati ketentuan dan norma vang berlaku dalam suatu
organisasi,

f. Kode Etik BFK wyang selanjutnya dizebut Kode Etik adalah
nortma-norma yvang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan
Femerikza zelama menjalankan tugasnya untulk  menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

g. Independensi adalah szuatu  sikap dan  tindakan dalam
melaksanalkan pemeriksaan untuk  tidak memihak dan
dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak
dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh giapapun.

h. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan
kezatuan yang utuh, dimilikinya zifat jujur, kerja keras, smerta
kompetensi yvang memadai.

i. Frofezionalizme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen

profesi dalam menjalankan tugas.
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i Frofezional adalah hal yang berkaitan dengan szebuah profesi
vang memerlukan kepandaian khusus untulk menjalankannya.

k. Skeptizizme profesional adalah zikap vang mencakup pikiran
yvang gelalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara
kritis terhadap bulkti pemeriksaan atau hal-hal lain selama
pemerilkgaan.

1. Pertimbangan profesional adalah penerapan dari pengetahuan
kolelctif, keterampilan, etilkka, dan pengalaman pemeriksa pada
proses pemeriligaan,

m. Standar pengendalian mutu adalah patokan untuk menilai
gejauh mana  proges pemeriksaan berjalan sesual standar
pemerilzaan.

n. Sistem pengendalian mutu adalah geperanglkat prosedur dan
kebijalkkan yang diterapkan untuk memastikan praktik-praltik
pemeriksaan sesual dengan standar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

o,  Kompetensi adalah pendidikan, pengestahuan, pengalaman,
dan/atau keahlian wyang dimiliki seseorang, baik tentang
pemerikzaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

p. Kompeten adalah cakap atau mampu di  bidang vang
dilkkuasainya.

q. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal-hal
atau bidang tertentu, yvang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan
bukan merupakan Pemeriksa.

r.  Kecurangan (fraud] adalah perbuatan yang mengandung unsur
kesengajaan, niat, menguntungkan diri gendiri atau orang lain,
penipuan, perryembunyian atau penggelapan, dan
penvalahgunaan kepercayaan Varg bertujuan untule
memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa
uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang
dilakkulkan oleh s=atu individu atau lebih dari pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

g.  Ketidakpatutan (abuse) adalah perilaktu yvang kurang atau tidak
layalk dilakukan bila dibandingkan dengan perilaku orang vang

bijaksana dan menggunakan alcal sehat dengan
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mempertimbanglkan praktikk tata kelola keuangan publik yvang
baile.

Faktor rigiko kecurangan adalah peristiwa atau kondisi yang
mengindikasilkan insentif atau  tekanan untulk melakulkan
kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan
kecurangan.

Indikasi awal kecurangan adalah gejala-gejala (red flags| vang
menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Fredikazi adalah kesgeluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat
perigtiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang
dapat membawa zessorang  wyang memiliki  akal  zehat,
profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untulk yakin
bahwa fraud telah, sedang atau akan terjadi. Predikaszi adalah
dazar untuk memulai PDTT dalam bentuk pemeriksaan
inveztigatif.

Komunikazi pemerilksaan adalah prozes yang digunakan oleh
EFK atau Pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi
dalarmm  rangka pengumpulan  bukti  pemerikssan dan
penyampaian hasil pemerikzaan kepada pihak yvang bertanggung
jasarahb,

Dokumentasi pemeriksaan adalah dokumentasi atas prozedur
pemerilkkgaan yang telah dilakulkan, bulkti pemerikzgan yang
cukup dan tepat vang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik

oleh Pemerikaa.,

KETENTUAN

Etika

6. Anggota BPK dan Pemeriksa haruz melaksanakan pemeriksaan

gezual dengan pringip-prinzip etika zebagai elemen penting nilai

alcuntabilitas dan harapan publik kepada EPK dan Pemerikaa dalam

melaksanalan pemerilksaan.
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Independensi, Intepritas, dan Profesionalisme

7.

Anggota EPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya  harus mematuhi pringip-pringip etika yaitu
independensi, integritaz, dan profezionalizme yvang merupakan nilai-

nilai dagar BPK. [Ref. Para. A1-A2]

Femerikaa harus menggunakan kemahiran profesional gecara cermat
dan sekzama, akeptizizme profegional, dan pertimbangan profesional

di seluruh proses pemeriksaan. [Ref. Fara. A3-A9)

Pengendalian Mutu

3.

10.

11.

12,

EFK haruz menetapkan suatu standar pengendalian mutu untulk

memasatiltan kualitas hasil pemerikaaan.

Dalam menerapkan standar pengendalian mutu, BPK  harus
menetaplkan dan mengembanglkan sistern pengendalian mutu untulk
memastikan agar Pemerikazaan sesual dengan standar pemeriksaan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

siztem pengendalian mutu terdiri dari prosedur dan kebijakan untulk
memastiltan pemerolehan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi
gezual dengan standar pemerikzaan dan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Femerikaa haruz meneraplkan zistem pengendalian mutu pada saat
penugasan untuk memberikan  keyakinan memadai  bahwa
Femerikagaan sezuai dengan standar pemerikszaan dan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dan LHP adalah tepat seszuai

dengan kondisirnya.

Kompetensi

13.

Femerikaa szecara koleletif harus memiliki kompetensi profesional
yvang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, Kompetensi
profezional teraebut dibultikan dengan sertifikat profesional wang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya

yvang menyatakkan keahlian. (Ref: Para. A10 - Al])]
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EFK harus menentukan kompetenzi wang dibutuhkan untuk
memastikan Pemeriksa memiliki keahlian wang sesual untuk

melalkulkan penugasan pemeriksazn.

Pemerikaa harus memelihara kompetensinya melalui pendidilkan
profesional berkelanjutan paling singkat 80 [delapan puluh] jam
dalam 2 (dua] tahun.

FPenggunaan Tenaga Ahli

1e&,

17,

EFK dapat menggunakan tenaga ahli yang kompeten. (Rel: Para, A12)

Dalam penggunaan tenaga ahli, BPFK harus meyakini bahwa tenaga
ahli tersebut independen, memenuhi kualifikasi, kompeten dalam

hidangnya, dan harus mendokumentagilkkan keyvakinan tersebut,

FPenggunaan Tenaga Pemeriksa di Luar BFK

18,

EFK dapat menggunakan tenaga pemeriksa di luar BPK dan harus
independen dan memiliki kompetensi vang diperlukan. Kompetensi
tenaga pemeriksa di luar BPK  dibuktilkkan dengan sertifileat
profezional wang diterbitkkan oleh lembaga vang berwenang atau

dolkumen lainnya yvang menyatalkan keahlian,

Fendidikan Berkelanjutan Bagi Tenaga Ahli dan Tenaga Pemerikaa di Luar

EFK

19,

EFK bertanggung jawab untuk memastikan tenaga ahli dan tenaga
pemerikaa di luar BPK vyang terlibat dalam proges pemeriksaan

memenuhi perayaratan pendidikan berkelanjutan.

Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan

20, Pemerikaa harus merancang pemeriksaan  untuk  memberikan

keyvakinan yvang memadai guna mendetelmi ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, kontralk, dan produk
hulum lainnya vang berpengaruh langsung dan material terhadap
hal pokol/informasi hal pokok wvang diperiksa, Pengaruh langsung

dan material dapat berupa:
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21,

22,

23,

24,

hal yvang menyebablkan salah 2aji dalam laporan keuangan,

b, hal yvang menyebabkan penvimpangan kinerja terkait azpek
elconomiz, efisiensi, dan efeltivitas,

¢, hal wang menyebablkan kekurangan penerimaan dan
penyimpangan administrazi, dan/atan

d. hal wyang menyebabkan potenzi kerugian negara/daerah

dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

Pemeriksa harus mengindentifikasi falttor risiko kecurangan dan
menilai risiko adanya ketidalkpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan wvang dizebabkan oleh kecurangan [fraud)
dan/atau ketidakpatutan [abuse|. Risiko terzebut harus dianggap
sebagai risiko yang signifikan {significant risks| dan Pemeriksa harus
memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan

rizilto tersebut. (Ref: Para. A13)

Apabila  terdapat rigiko lketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berindilkasi lkecurangan dan
leetidakepatutan  wang  sgecara  signifikan  memengaruhi hal
pokolt/informasi hal pokok wyang diperiksa, Pemeriksa harus
memodifikazi prosedur untulk mengidentifikkazi terjadinya kecurangan
dan/atau ketidalpatutan, serta menentulkan dampaknya terhadap

hal pokol/informasi hal pokok vang diperilcsa.

Pemeriksa harug mengungkapkan  lketidakpatuhan terhadap
ketentuan  peraturan perundang-undangan wang  berindikasi
kecurangan, ketidakpatutan, dan/atau kerugian negara/daerah,
gerta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material
terhadap hal pokok/informasi hal pokok wyang diperiksa szesuai

leetentuan.

FDTT dalam bentuk pemerikasaan investigatif hanya dilakukan ketika
terdapat predikazi wvang memadai. Predikazi dapat berazal dari
temuan pemerikszan selain PDTT dalam  bentuk  pemeriksaan
investigatif, informasi pihak internal maupun seksternal BPK, Temuan
atau informazi tersebut harus diuji kelayakannya sebelum bisa

diterima sebagai predilcasi.
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Komunikasi Pemeriksaan

25,

26,

27,

28,

Pemerikza harus membangun komunikasi yvang efizien dan efeltif di
geluruh proses pemeriksazn, supaya progses pemeriksaan berjalan
dengan lancar dan hazil pemeriksaan  dapat dimengerti dan
ditindaklanjuti oleh pihak wyang bertanggung jewab  dan/atau
pemanglku kepentingan terkait. [Ref: Para. Al4]

Femerikza haruz menggunakan pertimbangan profesional untuk

menentulkan bentul, isi, dan intenszitas komunilkaszi.

Apabila ada penghentian pemeriksaan, Pemeriksa harus memberikan
penjelasan  secara tertulis  lkepada pejabat  yang memberikan

penugasar.

EPK harug mengomunikagikan secars tertuliz alasan penghentian
pemeriksaan kepada entitas yvang diperiksa, entitas yang meminta
dilalkeultan pemerikzzaan, lembaga perwakilan, dan/atau  instansi

penagak hulkum.

Dokwmentasi Pemeriksaan

29,

30,

31,

Femeriksza haruz menyusun dokumentasi  pemerikszan  vang
memadai secara tepat waktu pada geluruh tahapan pemerilkksaan dan
memberilcan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksgan yang
dilakulkan, pertimbangan profesional, bulti yang diperoleh, dan

kegimpulan yang dibuat.

Pemeriksa harus menyvusun dokumentasi pemeriksasn  guna
memberilcan informasi yang jelas dan memadai. Melalui dokumentasi
tersebut, Pemeriksa lain yang tidak memiliki latar belakang
pengetahuan atag pemeriksaan tersebut dapat memahami sifat,
waktu, lingkup, dan haszil dari progedur pemeriksaan  yang
dilakksanalkan, bulti yang diperoleh dalam mendulkung temuan,
kegimpulan, dan relkomendazi pemerikazan, serta alazan dibalik
gemua hal zignifikan wang dibutuhkan dalam  mengambil

pertimbangan profesional dan kezimpulan terkait,

EFK harus mengembangkan sistem dokumentasi pemeriksaan yang
efizien dan efektifl sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Hubungan dengan Standar Profesi yang Digunakan oleh Akwntan
Publik

32,

Dalam  pemeriksgaan  keuangarn, standar  Pemeriksgan  ind
memberlalulan standar audit yang dimuat dalam SFAFP vang
ditetaplean oleh azosziasi profesi alountan publik, sepanjang tidak

diatur lain dalam Standar Pemeriksaan ind.

Kevmjiban Aparat Pengavasan Intern Pemerintah dan Akuntan Publik

dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

33

Aparat Pengawazan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit
lrinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dan akuntan publik vang
memerikza keuangan negara berdazarlkan ketentuan undang-undang
wajib melaksanakan seluruh ketentuan wang relevan dalam Standar

Pemeriltsaan ini.

MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Independensi (Ref: Para. 7|

Al

EFK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi
pemerikaanya. Gangguan pribadi yvang digebablan oleh  suatu
hubungan dan pandangan pribadi mungkin  mengakibatkan
Femeriksa membatazi lingkup pertanyaan dan pengungkspan atau
melemshkan temuan dalam  zegala  bentuknya.  Pemeriksa
bertanggung jawab untulk memberitahukan kepada pejgbat vang
berwenang di BFK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap
independensi, Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu
antara lain:

a. memiliki hubungan pertalian darah ke ataz, ke bawah, atau
semenda sampai dengan  derajat  keduas dengan  jgjaran
manajemen entitas atau program yang diperikza,

b, memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun

tidal langsung pada entitas atau program yang diperikag;
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o,  pernah bekerjia atau memberikan jaza kepada entitaz atau
program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua] tahun
teralhir;

d.  mempunyai hubungan kerja sama dengan entitaz atau program
vang diperiksa; dan

e, terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
kegiatan objelk pemeriksaan, seperti memberikan aszistensi, jasza
konaultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu

laporan keuangan entitaz atau program yang diperiksa.

Integritas (Ref: Para.7|

A2,

Integritag antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan
tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputuszan. Gangguan
terhadap integritas meliputi antara lain:

a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fazilitas
lainmya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang
terleait dengan pemeriksaan,

b,  menghambat pelaksanaan tugas pemerikzaan untulk
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

o memaksakan kehendalk pribadi kepada pihalk yang diperikaa;
dan

d.  mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah
temuan pemerikaaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi haszil
pemeriksgaan yang tidak gesuai falkta dan/atau bukti-bulkti

dalam Pemeriksazn.

Kemahiran Frofezional (Ref Fara. 8]

A3,

FPemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat
dan szeksama dalam menentukan jenia pemeriksgaan yang akan
dilakasanakan, menentukan linglkup pemerilkkzaan, memilih
metodologi, menentukan jeniz dan jumlah bukti yang akan
dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prozedur untuk
melakaanalkan pemerilksaan, serta dalam melakukan penilaian dan

pelaporan hagil pemerikazan.
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Skeptisisme Profesional (Ref: Para. 8|

Ad,

AL,

Ab.

Pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
pemeriksaan dengan sikap skeptizisme profesional. Pemeriksa
mengakui bahwa keadaan tertentu dapat menyebablkan hal pokolk
menvimpang dari kriteria, Sikap skeptizisme profesional berarti
Pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu
mempertanyalan kecukupan dan ketepatan bukti vang diperoleh

gelama pemeriksaan.

Pemeriksa harus menggunakan skeptizisme profesional dalam
menilai riziko terjadinyva kecurangan yang secara signifikan untulc
menentultan faktor-falktor atau risiko-risilo yvang secara signifikan
dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila  kecurangan

terjadi atau mungkin telah terjadi.

Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal-

hal, antara lain, sebagai berikut:

a. bulkti pemeriksaan  yang  bertentangan  dengan  bulkti
pemeriksaan lain vang diperoleh,

b,  informasi wyang menimbulkan pertanyazan tentang keandalan
dolkumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang
digunakan sebagai bukti pemerikaaan,

¢, lkeadaan yang mengindikasikan adanyva kecurangan dan/atau
ketidalkpatutan, dan

d.  kondizi yvang memungkinkan perlunya prosedur pemerikzaan
tambahan =elain prozedur yang diperasyaratkan dalam pedoman

pemerilczaan.

Pertimbangan Profesional (Ref: Para. 8]

AT

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profezional dalam

membuat keputusan tentang:

a.  hal pokoltfinformasi hal polols,
b, lkriteria yang seauai,
o, pihak-pihak yang terkait pemeriksaan,
d.  tingkat keyakinan,
lingkup pemeriksaan,
f. rigsiko pemeriksaan,
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g. progedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan
rigiko pemeriksaan; dan

h. materialitas.

Femeriksa juga harusg menggunakan pertimbangan profesional dalam
mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksazan yang
diperoleh, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan kezeluruhan

pemeriksaan telah dilalkcukan.

FPemeriksa harus menggunalkan pertimbangan profesional dalam
membuat kesimpulan berdasarlkan  bulkti  pemerikszan yang

diperoleh.

Kompetensi (Ref: Para.13)

A10. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman.

All.

Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan
berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tergebut tidak
dapat menggambarkan sgecara akurat jenis pengalaman yvang dimilild
pemeriksa., Elemen terpenting bagi Femeriksa adalah
mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk
belgjar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional

pemeriksa.

Pemeriksa vang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan
menurut standar pemeriksaan harus  gecara kolektif memilild
ltompetenai:

a. latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta
pengetahuan tentang standar  pemerikssan  wvang dapat
diteraplkan terhadap jenis pemeriksaan vang ditugaskan,

b, pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan
kegiatan yang diperiksa [objek pemeriksaan],

2. lketerampilan berkomunikasi secara jelas dan efeletif, baik secara
lizan maupun tulizan; dan

d.  keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam

bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.
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Penggunaan Tenaga Ahli (Ref: Para. 16)

Al2. Tenaga ahli dapat digunakan untuk memberikan saran kepada

Pemeriksa maupun menjadi bagian dari tim Pemeriksa.

Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan

Al13. Pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan
yvang menimbulkan dampak material terhadap opini ataupun
kesimpulan. Walau Pemeriksa menemukan indikasi awal
kecurangan, Pemeriksa tidak berwenang untuk menyatakan
kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan merupakan ranah

hukum. (Ref: Para. 21)

Komunikasi Pemeriksaan (Ref: Para. 25)

Al4. Pemeriksa mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan proses
pemeriksaan, antara lain tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan,
waktu pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan
kesulitan atau batasan yvang ditemui saat pemeriksaan. Khusus PDTT
dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa dapat membatasi

komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS
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PERNYATAAN STANDAR PEMERIK SAAN 200

STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

FSP ini mengatur tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanalan
Pemerikagan yang mencakup perencanaar, pengumpulan buldti

pemerilkaaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supearvisi,

Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab Pemerikasa dalam
menghubungkan topik pemeriksaan yvang akan dilakukan dengan
perencanaan strategis BFK dan menyusun perencanaan untuk setiap

penugasan pemerikaaan.

FPengumpulan bulti berkaitan dengan tanggung jawab Pemerilk=a
dalam merancang dan melaksanakan prozedur pemeriksaan untuk
memperoleh bulti pemeriksaan yvang cukup dan tepat, mendukung
penarikan kegimpulan yvang akurat, sesuai karakteristilkk vang harus

dimiliki oleh bulcti pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan.

Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung
igwab pemeriksa dalam mengembangkan temuan pemerilsasn

berdazarlkan bukti pemeriksaan yvang diperoleh.

Supervizi berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam
memberilkkan arshan dan panduan kepada Pemeriksa selama
pemeriksaan untuk memastilkkan pencapaian tujuan pemeriksaan dan

pemenuhan standar pemeriksaan.

Tanggal Efektif

FSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak

tanggal diundangloan.,
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7. Tujuan Pemeriksa dalam meneraplkan standar ini adalah untul

.

b.

DEFINISI

merencanakan pemeriksaan  yang  berkualitas  agar  dapat
dilakaanalkan secara efisien dan efelctif, dan
merancang dan melaksanslkan progedur pemeriksaan untuk

memperoleh bulkti yang culkup dan tepat.

& Untuk tujuan standar ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai

berilout:

.

Perencanaan strategiz adalash proses penyusunan visi dan misi
yang disusun BFK setiap periode 5 (lima] tahunan dan tertuang
dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra]. Eenstra memuat
visi dan misi BPK yang akan dicapai dalam periode S (lima)
tahun, dan antara lain memuat kebijakan dan strategi
pemeriksaan yang menjadi prioritas.

Perencanaan penugazan adalah proses yang meliputi penetapan
strategi pemeriksaan secara kegeluruhan dan pengembangan
rencana pemeriksaan,

Pengendalian  intern  adalah  prozes  yang  dirancang,
diimplementazilkkan, dan dimonitor oleh pimpinan dan personel
entitas yvang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas
untule memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian
tujuan entitas,

Rizilko pemeriksaan adalah riziko terjadinya kemungkinan
bahwa temuan, kesimpulan, dan/atau relkomendazi Pemerikaa
tidal benar atau tidalk lengkap, sebagai akibat dari faktor-falktor
geperti buldti yvang tidalk cukup dan/atau tidak tepat, prosedur
pemerilkkgaan yang tidak memadai, atau kelalaian yang disengaja
maupun informasi yang menyesatlean.

Tujuan pemeriksaan berkaitan dengan alazan dilaksanakannya
suatu pemeriksaan. Secara apesifik, tujuan pemeriksaan akan

menentulan jenis pemeriksaannya.
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1]  Twuan pemeriksaan keuangan adalah untulk memperoleh
keyvalkinan  memadai sehingga  Pemeriksa  mampu
memberilkkan opini bahwa laporan keuangan menygjikan
gecara, wajar, dalam semua hal wyang material, atas
kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian interm,

2]  Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk menguji dan
menilai azpek ekonomi, efiziensi, dan/atau  efektivitas,
serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang
diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi
yvang dapat mendorong ke arah perbailan,

3] Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan adalah
untulk menilai apakah hal pokok wyang diperiksa zesuai
(patuh] dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4]  Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah
untuk mengungkap adanya indikasi kerugian
negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Lingkup pemeriksaan adalah pernyataan yang jelas mengenai

folous, luas, dan batazan pemeriksaan.

Kriteria adalah tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa

dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang

diunglkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungawaban
keuangan negara, termasuk tolok ulkur penyajian  dan
pengungkapan yang relevan.

UJii petilc adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi

gebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atag keseluruhan

populasi.

Fopulazi adalah kesgeluruhan data yang menjadi sumber dari

gampel yvang akan dipilih, dimana Pemerikza berkeinginan untuk

menarik kezimpulan dari keseluruhan data tersebut,

Figiko uji petik adalah riziko bahwa kezimpulan Pemeriksa yvang

didagarkan pada =zampel yang dipilih  berbeda dengan

kesimpulan apabila prosedur pemeriksaan yang  sama

diterapkan pada keseluruhan populasi.
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k.  Supervizi adalah kegiatan wvang mencakup pemberian arahan
dan panduan kepada Pemeriksa selama pemerikeaan untuk
memastilkkan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan
standar pemeriksaan dengan tetap menerima informasi
mutakhir tentang magalah  signifikan vang dihadapi,
melaksanakan rewew atas pekerjaan yang dilakukan, dan
memberikan pelatihan (franing) dan bimbingan [menforing] yang
efelctif dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu,

1. Kelangsungan usaha (gong concern| adalah asumsi bahwa suatu
entitas dipandang bertahan dalam tugas dan fungsi atau
hisniznya untuk masa depan vang dapat diprediksi.

m. Indikazi awal kecurangan adalah  tanda-tanda  wvang

menunjuklkan kemungkinan terjadinya kecurangan,

KETENTUAN

Perencananan

3.

10.

EFK dan Pemeriksa haruz merencanakan pemeriksaan dengan

gebailk-baiknya.

EPFK harug membuat perencanaan strategis untuk memenuhi
pelaksanaan tugss  pemeriksaan  dan harapan  pemangku

lkepentingan.

Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis

11.

EFK harusz berpedoman pada Renstra BPK dalam menyusun rencana
tahunan pemeriksaan, Dalam  pemeriksaan  kinerja dan PDTT,
Femerikza haruz menentukan hal pokok yang akan diperilesa.
Pemeriksa harus menetapkan faktor-faktor wang menjadi dasar
pertimbangan dalam penentuan hal pokol tersebut. [Ref: Para. Al-

A2)

Perencanaan Penugasan

12,

Pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas

informasi hal pokolt atau hal polkok vang akan diperiksa,
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14.

15

16,

17.

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

_51-

Femerikaa harus memagtikan kejelazan getiap  penugasan

pemeriksaan yang dilakulan. [Ref: Para. A3)

Pemerikaa harus memperoleh pemahaman ataz entitaz dan/atau hal
pokolt/informasi hal pokok yang diperiksa vang diperlukan untuk
mengidentifiltazi permaszalahan, menentulkan materialitas, riziko,

jenis dan sumber bulti, serta auditahbilitas. (Ref: Para. A4-AB)

Pemeriksa harus memperoleh pemahaman wyang memadal atas

pengendalian intern dengan menggunakan pertimbangan profezional,
(Ref: Para. A7-A9)

FPemerikaa harus menilai dan meregpons rigilko pemeriltsaan dengan

menggunakan pertimbangan profesional. (Ref: Para. A10-A11)

Pemerikaa harus mengidentifikasi dan mengukur rizsiko material

gebagai akibat dari kecurangan.

Pemerikaa haruzs memutakhirkan penilaian dan respons terhadap
rizileo terzebut zepanjang proges pemeriksaan dengan menggunakan

pertimbangan profesional.

Femerikaa harus merancang progedur wang memadal untuk
memperoleh bulkti pemeriksaan yang memadai dan layalk atas risiko

kecurangan yvang telah teridentifilkasi,

FPemerikaa harus menetapkan kriteria yvang tepat sebagai dazar untuk
menilai hal pokol atan informasi hal pokok wang diperiksa. [Ref:
Fara. A12-Al15]

Pemeriksa harus mempertimbangkan materialitas pada zeluruh

proges pemerikaszaan dengan menggunakan pertimbangan profezional,
(Ref: Para. A16-A17)

Pemerikaa haruz memutakhirkan penilaian terhadap materialitas
separnjang prozes pemerikzaan berdasarkan penilaian riziko dengan

menggunalan pertimbangan profesional,

Dalam pemeriksaan keuangan, Pemeriksa harus mempertimbangkan
kelangsungan usaha (going concern) dan peristiwa yang terjadi antara

tanggal laporan keuangan dan tanggal LHP. [Eef: Para. A 18]

Femerikaa harus memutakhirkan rencana pemeriksaan apabila

diperlukan selama proses pelaksanaan pemerilksaan.
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Pemerolehan Bukti

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

Femerilkkga  harus merancang dan melaksanakan  prozedur
pemeriksgaan yang tepat untulk memperoleh buldti pemeriksaan yvang

culkup dan tepat. (Ref: Para. Al19)

Femerilkksga harus menerapkan prozedur yang telah dirancang untulk
memperoleh bukti pemerikzaan yang culkup dan layak atas riziko

kecurangan yvang telah teridentifilkkazi.

Femerilkkzga harus menentulkan reapons keszeluruhan jika ditemulkan
indilkkazi  awal kecurangan/indikagi lkecurangan di dalam

pemerilkksaan.

Femerilkkga haruz mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan
bulkti dalam mengidentifikazikan sumber-sumber data potensial vang

beraaal dari entitas yang diperiksa, hazil analiziz Pemeriksa, atau

pihale-pihalk lain. (RBef: Para. A19)

Femerilkkga haruz melakukan pendalaman jika dalam pemerolehan
bulcti, Pemeriksa menduga bahwa dokumen tidak otentik atau isi
dokumen telah dimodifikasi tetapi tidak diinformasikan kepada

Pemerilkza,

Femerilkkga haruz memeodifikasi prosedur pemeriksaan  vang
diperlukan apabila bukti pemeriksaan wvang diperoleh dari satu
sumber bertentangan atau tidak konzisten dengan bukti vyang
diperoleh dari sumber lain atau Pemeriksa memiliki keraguan atas
keandalan informasi  vyang akan digunakan gebagai bulkti

pemerilkksaan.

Femerilkza dapat memperoleh bultti dengan menggunakan uji petik
pemerikzaan untuk memberikan dazar vang memadai bagi Pemeriksa

untuk menarilk kesimpulan.

Sepanjang proges  pemeriksaan, Pemeriksa  harus me-review
keculkupan dan ketepatan bukti dan menghubungkannya dengan
tujuan  pemerikasgaan  =erta meresponsnya  dengan menganalizis
kebutuhan untuk memodifikasi prosedur pemeriksaan. (Ref Para.

A20]
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Pengembangan Temuan

33, Pemeriksa harus mengembangkan temuan pemeriksaan apabila

menemulkan ketidakszsesuaian antara kondisi dan kriteria,

34, Pemeriksa harus mempertimbanglan unsur temuan yang terdiri dari
kondigi, kriteria, akibat, dan sebab dalam mengembangkan temuan
pemerikagan, Namun unsur yvang dibutuhlan untulk zebuah temuan

pemeriksaan bergantung pada tujuan pemeriltzaan. (Refl Para. A21)

35, Pemeriksa dapat membuat temuan pemerilkkgaan untuk memenuhi
tujuan pemeriksaan dalam rangka menarik kesimpulan dan/atau

rekomendasi. (Ref: Para. AZ22)

36, Apabila menemukan indikazi awal kecurangan, Pemerikza harus
menindaklanjuti indikasi awal kecurangan tergebut gezuai dengan

ketentuan. (Ref: Para. A23)

Supervisi

37. Pemeriksa harus disupervisi dengan baik (REef: Para. A24-A27)

MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis (Ref: Para.
11)

Al. Pemaghaman ataz Eengtra diperlukan untuk memberilkkan arahan
strategiz  dalam penyusunan rencana  pemeriksaan  tahunan,

penentuan harapan penugazan, dan tujuan pemerikeaan,

A2, Falttor-faltor yvang menjadi dazar pertimbangan penentuan hal pokok

antara lain ekspektazi masyaralkat dan materialitas suatu hal polool,

Perencanaan Penugasan

A3, Informasi wang perlu  dipahami bersama  antara  lain hal
pokok/informasi hal pokok yvang akan diperiksa, lingkup dan tujuan
pemerikagan, gskses terhadap data yang dibutuhkan, laporan yang

altan dihasillkan, proses pemeriksaan, pihak vang dapat dihubungi
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Ad

AS,

AB,

AT,

AR

A9,

gelama pemeriksaan, dan peran, zerta tanggung jawab zeluruh pihak

yang terkait dengan pemeriksaan. [Ref: Para. 13)

Femahaman ataz entitas dan/atau hal polkolk/informaszi hal pokok
vang diperiksa dapat diperoleh dari pengetahuan yvang telah dimiliki
FPemeriksa atas entitas dan/atau hal pokol/ informasi hal pokok
yvang diperiksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakulkan

selama pemerikaaan. (Refl Para. 14|

Femahaman atas entitaz dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok
yang diperikaa dapat diperoleh dengan mempertimbangkan hasil
pemeriksaan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah hazil
pemahaman atas pengendalian intern, penilaian riziko, zerta temuan

pemeriksaan. (Ref: Para. 14|

Femahaman atas entitas dan/atau hal polkol/informasi hal pokok
yvang sesual dengan pemerikssan bergantung pada pengetahuan
Femeriksa atas lingkungan pengendalian., Pemashaman pemeriksa
atas lingkungan pengendalian entitas merupakan hal yang penting,
lkkarena  lingkungan pengendalian menjadi  dasar bagl  sistem

pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas. (Ref: Para. 14

Femahaman  atas pengendalian intern mencakup  kondizi
pengendalian intern yang relevan baik dari sizi waktu maupun

substansi dengan pemeriksaan atau yang sifatnya material terhadap

hal pokok/informasi hal pokok. [Ref: Para. 15]

Femahaman atas entitas dan lingkungannya serta pemahaman atas
pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan atau yang
gsifatnya material terhadap hal pokolt/informasi hal pokok, akan
terkait dengan proses penilaian risiko, termasuk di dalamnya
penilaian risiko adanya kecurangan dan ketidakpatutan, Efeltivitas
pengendalian  intern wyang relevan dengan pemeriksaan  dapat
memengaruhi rigiko pemeriksaan. Selanjutnya, Pemeriksa dapat
memodifikasi zifat, walttu, atau lingkup prosedur pemeriksaan sesuai
dengan penilaian Pemeriksa atas pengendalian intern dan hasil dari

uji pengendalian intern. (Ref: Fara. 15]

Pertimbangan profezional digunakan untuk menentukan apakah

suatu pengendalian secara individual atau bersama-zama dengan
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yvang lain merupakan hal yang relevan dengan pemerikszan atau
sifatnya material terhadap hal pokolk/informasi hal polcolk. [Ref: Para.
15]

FPenilaian dan respons dilakukan dengan mempertimbangkan rizsiko
bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yvang berhubungan
dengan entitaz dan hal pokolk/finformazi hal polkok vang diperikza.
(Ref: Para. 16|

Femerikza memperoleh pemahaman atasz sigtem pengendalian intern
yang relevan dengan  pemeriksaan, termasuk  di dalamnya
pengelolaan risiko yvang dimiliki entitas yang diperiksa serta memadai
atau  tidaknya pengelolaan riziko tersebut dalam mendukung
penicapaian tujuan organisasi. Ketika memperoleh pemahaman
tentang pengendalian wang relevan dengan pemerikksaan, Pemeriksg
harus mengevaluasi desain pengendalian tersebut dan memastilkkan

apalcah pengendalian tersebut memang dilakmkan. (Bef: Para. 16|

FPenetapan kriteria dipengaruhi oleh hal pokol/informazi hal pokok
yvang diperiksa dan tujuan pemeriksaan, Kriteria dalam pemerikagan
keuangan berbentuk formal, wyaitu standar akuntansi  yang
merupakan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh

perryusun laporan keuangan. (Ref: Para. 20]

Dalam pemeriksaan kinerja, apabila tidak tersedia sumber kriteria
formal wang sesuzi dengan rancangsan  tujuan pemerikaaan,
Femerikza dapat mengembangkan kriteria pemerikzaan berdazarkan
pada sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan. [Ref:

Para, 20|

Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT dengan bentulk pemeriksaan
kepatuhan, apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya pertentangan
antara beberapa sumber kriteria yang digunskan, Pemeriksa harus
menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan
meresponsnya dengan melakulan beberapa hal berilut:

a. memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokol/informagi hal

pokolk vang akan diperiksa,
b, memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas  hal

pokolc/informasi hal pokok; atau
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c.  melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan ataz adanya

pertentangan beberapa sumber kriteria. (Ref. Para. 20|

Apabila berdazarkan pertimbangan profeaional Femeriksza
memutuskan untulk memilih galah satu sumber kriteria, Pemeriksa
harug mengungkapkan adanya pertentangan sumber kriteria dan
alagan pemilihan sumber kriteria tertentu dalam LHP. Pemerilk=a
dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah ataz  isu

pertentangan sumber kriteria. (Ref: Para. 20|

Sezuatu dapat dinilai material jika pengetahuan mengenai hal
tersebut mungkin alkan memengaruhi pengambilan keputusan oleh
pengguna LHP. Materialitas meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif,
Pertimbangan materialitas memengaruhi keputusan mengenai sifat,
walctu, dan luas  prosedur pemeriksaan dan  evaluasi  hasil
pemerilkkaaan. Khusus pemeriksaan kinerja dan FDTT dalam bentuk
pemeriksaan kepatuhan, materialitas juga dipertimbanglan dalam

penentuan topilkt dan kriteria pemeriksaan. (Ref: Para. 21)

Hal-hal yvang menjadi pertimbangan profesional dalam menentulan
tinglat materialitas antara lain kebutuhan pengguna LHP, misalnya
perhatian dari para pemangku kepentingan, kepentingan umum, dan
dampak bagi masyvarakat, karalteristilk bawaan pada suatu hal atau
gelkelompolk hal, kontelks keterjadian sustu hal, dan persyaratan

perundang-undangan. (Eef: Fara. 21)

Femeriksa harus memperoleh bukti pemeriksaan vang cukup dan
tepat untuk mengetahui adanya peristiwa atau kondisi vang dapat
menimbullkkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan entitas
vang diperiksa terkait kelangsungan usaha [gothg concern] serta
perigtiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal
LHP vyang memerlukan penyesugian atau pengungkapan dalam

laporan keuangan yang telah diidentifilkasi. (Reft Fara. 23]

Pemerolehan Bukti

Al9,

Femerikaa dapat memperoleh data dan informazi dengan melakulan
antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran. Dalam

menentulkan metode perolehan data, Pemeriksa menggunalan
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pertimbangan profesional. Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat
menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi

pemerolehan data dan informasi. (Ref: Para. 25, 28]

A20, Kecukupan bulkti didagarkan pada keyakinan Pemerikaa bahwa bulti
tersebut menghasilkan kesimpulan yang andal. (Rel: Para. 32]

Pengembangan Temuan

A21. Unsur temuan pemeriksaan digebut lengkap =zepanjang tujuan
pemeriksaan telah dipenuhi. Temuan pemeriksgan secara jelas
mengaitkan tujuan pemeriksaan dengan unsur temuan. (Ref Para.

34|

A22 Apabila terdapat ketidakefeltifan pengendalian intern atau
ketidalcpatuhan, kecurangan, dan/atau ketidalpatutan yang material
tetapi tidak mendukung secara langsung tujuan pemeriksaan,
Pemeriksa harus mendiskusikan hal tersebut secara berjenjang
untule diputuskan apalah akan dilakulkan pemeriksaan khusus yang

terkait atau tidak. (Ref: Para. 35]

A23 Dalam hal Pemeriksa menemukan indikazi awal kecurangan,
Femeriksa dapat menindaklanjutinya dengan mengusulkan PDTT
dalam bentuk pemeriksaan investigatif, (Refl Para. 36)

Supervisi (Ref: Para. 37)

A24, Supervizi dilakulkan secara berjenjang dan dimaksudlkan untuk
menjamin pencapaian tujuan pemeriksaan dan pencapaian kualitas

pemeriksaan sezuai dengan standar pemeriksaan.

A25, 3ifat dan luas supervisi, serta revfew atas hasil pekerjaan Pemeriksa
dapat bervariazi bergantung pada sesjumlah faktor, seperti jumlah
personel dalam tim Pemeriksa, pentingnya pekerjgan pemeriksaan,

dan pengalaman Pemeriksa,

A26, 3upervizi mencalkup hal-hal sebagai berikut;
a. memantau kemajuan pemerikazan,
b, mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan zetiap anggota
tim Pemeriksa, termazuk kecukupan waktu yang diberikan

untulk melaksanakan pekerjaannya, pemahaman atas instrulsi
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yang diberikan, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan
pendekatan yang telah direncanakan;

c. mengarahkan Pemeriksa ke hal signifikan yvang timbul selama
pemeriksaan, mempertimbangkan signifikansi hal tersebut dan
memodifikasi pendekatan yvang telah direncanakan dengan tepat;
dan

d. mengidentifikasi hal vyang perlu dikonsultasikan atau
dipertimbangkan oleh anggota tim Pemeriksa yang lebih

berpengalaman selama pemeriksaan.

A27.Pihak yang melakukan supervisi juga memfasilitasi kegiatan

mentoring dalam tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS
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PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 300
STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

1. PSP ini mengatur kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP untuk

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.

2.  LHP berfungsi untuk: (1) mengomunikasikan hasil pemeriksaan
kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; (2) menghindari kesalahpahaman atas hasil
pemeriksaan; (3) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk
melakukan tindakan perbaikan cleh pihak yang bertanggung jawab;
dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan

pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

Tanggal Efektif

3. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak

tanggal diundangkan.

TUJUAN

4.  Tujuan Pemeriksa dalam menerapkan standar pelaporan ini adalah
untuk:
a. merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan
evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh; dan
b. mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang

terkait.
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DEFINISI

5. Istilah-istilah dalam standar ini bermakna sebagai berikut:

a. LHP adalah laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi
hasil analisis atas pengujian bukti yang diperocleh saat
pelaksanaan pemeriksaan.

b. Pengguna LHP adalah pihak-pihak yang menggunakan LHP BPK,
antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain
yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.

c. Kesimpulan adalah penafsiran logis mengenai hal
pokok/informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian
bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan.

d. Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan
vang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau

perbaikan.

KETENTUAN

Keharusan Menyusun Laporan

6. Pemeriksa harus menyusun LHP secara  tertulis untuk

mengomunikasikan hasil pemeriksaannya.

7. Pemeriksa harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap,

akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. (Ref: Para. A1- A7)

Unsur LHP

8. LHP harus memenuhi unsur laporan sesuai dengan jenis
pemeriksaannya. Unsur LHP antara lain:
a. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan
standar pemeriksaan;
b. Tujuan, lingkup, metodologi;
Kesimpulan;

d. Temuan pemeriksaan;
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e. Rekomendasi pemeriksaan;
L Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan

g. Penandatanganan LHP.

Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar

Pemeriksaan

9.

Pemeriksa harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai
dengan standar pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksa tidak dapat
melaksanakan standar pemeriksaan karena pembatasan lingkup

yang material, hal tersebut harus dinyatakan dalam laporan.

Tujuan, Lingkup, Metodologi

10.

Pemeriksa harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi
pemeriksaan secara jelas dalam LHP. Informasi tersebut penting bagi
pengguna LHP agar dapat memahami maksud dan jenis
pemeriksaan, serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa

vang dilaporkan. (Ref: Para. A8-A10)

Kesimpulan

11.

12.

Pemeriksa harus menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan.
Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan

pemeriksaan. (Ref: Para. A11-A12)

Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan.
Kekuatan kesimpulan ditentukan oleh bukti yang meyakinkan dan
didukung dengan metodologi yang tepat.

Temuan Pemeriksaan

13.

14.

Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila
terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. (Ref: Para.

A13)

Temuan pemeriksaan vang mengandung indikasi awal kecurangan
disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan

kecurangan tersebut. Namun Pemeriksa lebih menitikberatkan
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penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal

pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan.

Rekomendasi Pemeriksaan

15. Rekomendasi pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan berguna
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam

pemeriksaan. (Ref: Para. A14-A195)

16. Pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan
kinerja. Dalam pemeriksaan selain pemeriksaan kinerja, apabila
Pemeriksa dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara
memadai, Pemeriksa dapat membuat rekomendasi. Khusus pada
PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak

memberikan rekomendasi.

Tanggapan Pihak yang Bertanggung Jawab (Ref: Para. A16)

17. Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil
pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian,
terkait dengan kerahasiaan informasi, dalam PDTT dalam bentuk

pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak meminta tanggapan.

18. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang
bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

pemeriksa pada 1LHP.

Penandatanganan LHP

19. LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK.
Wewenang penandatanganan LHP dapat didelegasikan kepada

penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi.

Pelaporan Informasi Rahasia

20. Apabila informasi tertentu dilarang diungkapkan kepada umum, LHP
harus mengungkapkan sifat informasi yang dilarang diungkapkan
tersebut dan ketentuan yang melarang pengungkapan informasi

tersebut. Pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya
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informasi tertentu tersebut harus mengacu pada peraturan

perundang-undangan.

Penerbitan dan Distribusi Laporan

21.

22.

23.

BPK harus menyerahkan LHP tepat waktu Kkepada lembaga
perwakilan, pihak yang bertanggung jawab, dan pihak lain yang
diberi wewenang untuk menerima LHP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal yang diperiksa merupakan informasi rahasia maka

pendistribusian LHP tersebut dapat dibatasi.

Informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan

investigatif merupakan informasi rahasia.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

24.

BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan
dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak
lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan
hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan

pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

Keharusan Menyusun Laporan (Ref: Para. 7)

Tepat Waktu

Al.

LHP harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan bermanfaat
secara maksimal. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi
terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna LHP.
Oleh karena itu, Pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan
tersebut secara semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan

dasar pemikiran tersebut.
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Lengkap

A2. LHP harus lengkap memuat semua informasi dari bukti yang
dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. LHP juga harus
menyajikan secara memadai detail informasi vang dibutuhkan agar
memberikan pemahaman yang memadai bagi pengguna atas hal yang

diperiksa, temuan, dan kesimpulan pemeriksa.

Akurat

A3. LHP harus akurat dalam menyajikan informasi, didukung oleh bukti
yvang cukup dan tepat. Laporan yang akurat akan memberikan
keyakinan kepada pengguna LHP bahwa hal yang dilaporkan
memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan
dalam LHP dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh
laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna LHP
dari substansi laporan tersebut. Apabila terdapat data yang dapat
memengaruhi kesimpulan pemeriksaan yvang tidak dapat diuji lebih
lanjut oleh  Pemeriksa, Pemeriksa  harus secara jelas

menunjukkannya dalam LHP.

Objektif

A4. LHP harus objektif. Pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak
memihak; dan
b. Pemeriksa harus menyajikan LHP sesuai dengan fakta yang

ditemui di lapangan.

Meyakinkan

AS. LHP harus meyakinkan. Agar meyakinkan, LHP harus menyajikan
hubungan logis antara tujuan pemeriksaan, Kkriteria, temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi (bila ada). Informasi vang disajikan
harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui
validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi.

Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pihak yang

www.peraturan.go.id



2017, No.1

-66-

bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya dalam

melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

Jelas

AbG.

LLHP harus jelas vaitu mudah dibaca dan dipahami. Pemeriksa harus
menulis laporan dengan bahasa vyang jelas, tidak ambigu,
sesederhana mungkin, dan sedapat mungkin menghindari
penggunaan istilah-istilah teknis. Pemeriksa juga harus menyusun

LHP dengan logis untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi

pengguna LHP.

Ringkas

A7. LHP harus ringkas vaitu tidak memuat informasi yang tidak perlu
atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Laporan yang
menyajikan informasi yang kurang memadai atau memuat hal-hal
yvang tidak relevan akan berdampak pada kesalahpahaman pembaca
atas informasi LHP.

Unsur LHP

Tujuan, Lingkup, Metodologi (Ref: Para. 10)

A8. Tujuan pemeriksaan mengungkapkan hal yang ingin dicapai dari

A9.

pemeriksaan tersebut.

Lingkup pemeriksaan mencakup pengidentifikasian objek/sasaran
pemeriksaan, aspek yang diperiksa, organisasi, lokasi geografis, dan

pericde yvang dicakup dalam pemeriksaan.

A10. Metodologi menggambarkan seluruh proses pemeriksaan untuk

memenuhi tujuan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan
digunakan tenaga ahli, penggunaan tenaga ahli tersebut harus

diungkapkan dalam LHP.
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Kesimpulan (Ref. Para. 11)

All.Pemeriksa memberikan Kkesimpulan atas tujuan pemeriksaan.
Khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan

dalam bentuk opini.

A12. Contoh format opini untuk pemeriksaan atas laporan keuangan
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 sebagai bagian

yvang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Temuan Pemeriksaan (Ref. Para.13)

A13.Pemeriksa mengungkapkan temuannya dengan unsur-unsur yang
dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Misalnya PDTT
dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan maka unsur temuan yvang
harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat
opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yvang dilakukan
Pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari
ketidakpatuhan vyang timbul. Hal ini juga terkait dengan
ketidakharusan bagi Pemeriksa untuk memberikan rekomendasi.
Pada pemeriksaan keuangan, temuan juga dapat disampaikan dalam
bentuk koreksi atas angka dalam laporan Kkeuangan, Kesalahan

penyajian, dan kekurangan pengungkapan.

Rekomendasi (Ref. Para.19)

Al4. Rekomendasi hanya diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Rekomendasi harus dapat mendorong perbaikan atas kelemahan
vang ditemukan, tetapi tidak melampaui apa yvang menjadi batas
tanggung jawabnya.

A15.Rekomendasi harus secara jelas menyatakan apa yang harus
diperbaiki serta siapa yang berwenang untuk melaksanakan

perbaikan yang direkomendasikan. Rekomendasi harus disampaikan

sejalan dengan tujuan, temuan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan.
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Tanggapan Pihak yvang Bertanggung Jawab (Ref: Para.17)

Al6.Khusus untuk PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, karena
tujuan pemeriksaannya adalah untuk mengungkapkan indikasi
kerugian negara dan/atau tindak pidana maka Pemeriksa tidak

meminta tanggapan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab.
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